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DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

EDWIN SYAHRUZAD
Direktur Utama

Pemangku Kepentingan kami yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berkat rahmat-Nya hingga saat ini PT Sarana Multi Infrastruktur 

(Persero) (“PT SMI”) senantiasa dapat terus berperan untuk 

mendukung kemajuan pembangunan Indonesia. 

Sejak didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 oleh Pemerintah 

Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI,

PT SMI mendukung percepatan pembangunan di Indonesia 

melalui 3 (tiga) pilar bisnis: kegiatan pembiayaan dan 

investasi, pengembangan proyek, dan pemberian layanan 

jasa konsultasi (advisory). Pada akhir tahun 2015, seiring 

dengan pengalihan aset dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) 

menjadi PMN (Penyertaan Modal Negara) pada PT SMI, 

PT SMI mulai aktif terlibat dalam pembiayaan kepada proyek-

proyek pemerintah Daerah (“Pemda”). Fitur ini cukup unik 

dan sangat bermanfaat untuk mendukung percepatan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan adanya 

fitur pembiayaan daerah, Pemda akan mampu melakukan 

percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan 

berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kondisi yang penuh tantangan dihadapi oleh kita semua 

saat ini, pastinya tidak menyurutkan langkah untuk 

terus membangun di seluruh wilayah Indonesia. PT SMI 

berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Daerah 

dari wilayah Timur, Tengah, dan Barat dalam mengakselerasi 

pembangunan di wilayahnya. 

Selain itu, dukungan yang diberikan oleh PT SMI tidak 

hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga hal lain, 

seperti bantuan teknis dalam aspek lingkungan, bahkan 

kombinasi pembiayaan melalui skema Blended Finance yang 

mengkombinasikan pinjaman dan hibah, sehingga dapat 

memberikan akses pembiayaan berkelanjutan yang lebih 

luas demi terwujudnya pencapaian Sustainable Development 

Goals (SDGs) di Indonesia. 

Besar harapan kami bahwa buku Panduan Inisiasi Pinjaman 

Daerah ini dapat menjadi rujukan utama bagi para Pemangku 

Kepentingan kami khususnya Pemerintah Daerah, dalam 

memahami manfaat lebih jauh perihal Pinjaman Daerah.

Ke depan, PT SMI tetap berkomitmen penuh untuk senantiasa 

berperan aktif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

dapat memberikan manfaat besar secara sosial dan ekonomi 

bagi masyarakat.

Hormat kami,

PANDUAN INISIASI PINJAMAN DAERAH 1PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
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SEKILAS MENGENAI PT SMI

2 PANDUAN INISIASI PINJAMAN DAERAH

LOGO

MAKSUD DAN TUJUAN VISI

REGULASI LEGALITAS STRUKTUR PT SMI

MISI

•	 Surat OJK No. S-48/D.05/2015 
dan Surat OJK No. S-7/D.05/2019 
(Perluasan Sektor Pembiayaan 
Infrastruktur)

•	 Peraturan OJK No. 46/
POJK.05/2020 tentang 
Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur

•	 PP No. 66/2007 jo PP No. 
75/2008 jo. PP No.53/2020 
sebagai Perusahaan Perseroan 
(Persero) di Bidang Pembiayaan 
Infrastruktur

•	 KMK No. 396/KMK.01/2009 
sebagai Perusahaan Pembiayaan 
Infrastruktur (Industri Keuangan 
Non-Bank) – Izin Usaha

Menjadi katalis dalam 
percepatan pembangunan 
infrastruktur nasional

1.	 Menjadi mitra strategis yang 
memberikan nilai tambah dalam 
pembangunan infrastruktur di 
Indonesia

2.	 Menciptakan produk pembiayaan 
yang fleksibel

3.	 Menyediakan pelayanan 
berkualitas dengan tata kelola 
yang baik

•	 Percepatan penyediaan 
pembiayaan infrastruktur; dan

•	 Percepatan penyediaan 
pembiayaan pembangunan 
lainnya berdasarkan Penugasan 
Pemerintah

Pemerintah
Indonesia

100%

30%

Pemegang Saham 
Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia
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MENGAPA PT SMI?
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Lembaga pertama 
di Asia Tenggara 

terakreditasi
Green Climate Fund

Pionir Green
Bond korporasi

di Indonesia

Institusi
yang terpercaya 

dengan dukungan 
kuat pemerintah

Produk 
pembiayaan yang 

inovatif

Enabler
percepatan 
infrastukur

Optimalisasi 
kerjasama 
strategis
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Produk Pembiayaan yang inovatif, 
unik, dan fleksibel untuk “closing 
the gap” dan menjadi produk 
komplementer Perbankan.

Lembaga privat pertama di Asia 
Tenggara yang terakreditasi oleh 
Green Climate Fund (GCF) untuk 
mendukung pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDGs) dan 
program Climate Change.

Institusi yang Terpercaya dengan 
Dukungan Kuat Pemerintah 
yang 100% sahamnya dimiliki oleh 
Pemerintah melalui Kementerian 
Keuangan.

Optimalisasi bantuan dan 
kerjasama strategis dengan 
berbagai institusi bilateral/multilateral 
untuk akselerasi pembangunan 
infrasturktur di Indonesia.

Pionir Penerbitan Green Bond 
di Indonesia menjadi perusahaan 
penerbit pertama di pasar modal 
Indonesia dengan menggunakan 
standard global (Green Bond 
Principles dan ASEAN Bond Standard), 
tersertifikasi oleh CICERO.

Menjalankan fungsi enabler 
bagi percepatan pembangunan 
infrastruktur dengan Jasa Konsultasi 
dan Pengembangan Proyek dalam 
bentuk capacity building dan 
perbantuan lainnya.

01 04

02 05

03 06
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KEGIATAN USAHA PT SMI

SUMBER PENDANAAN

PEMBIAYAAN & 
INVESTASI

JASA
KONSULTASI

PENGEMBANGAN 
PROYEK

PILAR

01 02 03
PILAR PILAR

KONVENSIONAL

Pembiayaan Komersial & 
Berkelanjutan Financial Advisory

Investment Advisory

Financing Arranger

Investment Advisory 
& Financial Advisory 

(Syariah)
  

 Pengembangan
Proyek KPBU

Pengelolaan Dana 
Pengembangan 

Infrastruktur Sektor 
Panas Bumi

Pengembangan Proyek 
Energi Terbarukan & 

Efisiensi Energi

Penyelenggaraan 
Bantuan Penyiapan 

Proyek Pemda

Dukungan Teknis, 
Capacity Building, dan 

Pendampingan

Pembiayaan Sektor Publik

Pembiayaan Syariah

• Senior loan
• Junior Loan
• Mezzanine
• Cash Deficiency Support
• Dana Talangan
• Penyertaan Modal
• Jasa Arranger & Underwriter
• Credit Enhancement
• Standby Financing
• Pengelolaan dan Penerusan Dana

• IMBT/ Lease with Option to Own
• Murabahah/Installment Sale with  
   Deferred Payment
• MMQ/Diminishing Partnership
• Musyarakah/Joint Partnership
• IMFZ/Indent Lease with Option 
   To Own

IMBT= Ijarah Muntahia Bittamlik
MMQ= Musyarakah Mutanaqisah IMFZ= Ijarah Mausufah Fiz Zimmah

SYARIAH

Pernyataan Modal Negara

 Pinjaman dan Hibah

 Pasar Modal (Obligasi, Surat Utang, 
Sekuritisasi, Green Bond)

 Penjualan Aset dan Penerimaan Lain 
berdasarkan RUPS

 Pasar Modal Syariah
(Sukuk, Hedging Syariah)

 BPJS / Asuransi Syariah

 Dana Haji & Syirkah

 Sovereign Wealth Fund

PILAR BISNIS PT SMI
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KEGIATAN USAHA PT SMI

Infrastruktur Sosial

Transportasi

Ketenagalistrikan

Informatika

Sarana & Prasarana 
Olahraga

Pengairan

Efisiensi Energi

Air Limbah

Rolling Stock
Kereta Api

Energi Terbarukan 
& Konservasi 

Energi

Jalan

Fasilitas 
Pendidikan

Pariwisata Kesehatan PerkotaanPemasyarakatan Kawasan

Minyak & Gas Bumi

Air Minum

Sarana & Prasarana 
Kesenian

Telekomunikasi

SDA & Irigasi

Perumahan Rakyat 

Sistem 
Pengelolaan 

Sampah

PP No.53/2020 (Penyesuaian PP Pendirian – PP 66/2007)   |   POJK No. 46/POJK.05/2020 (PPI)

Perluasan Mandat
Penyediaan pembiayaan pembangunan lainnya 
berdasarkan penugasan pemerintah

SEKTOR INFRASTRUKTUR

PEMBIAYAAN SEKTOR PUBLIK DI PT SMI

PINJAMAN 
DAERAH 
(REGULER)

PINJAMAN 
PEMULIHAN 
EKONOMI 
NASIONAL (PEN) 
DAERAH

PINJAMAN 
DUKUNGAN 
PROGRAM PEN

Dukungan kepada 
Pemerintah Daerah 
dalam rangka percepatan 
pembangunan infrastruktur 
dan layanan publik.

Fasilitas ad hoc (2020 dan 
2021)* berupa dukungan 
kepada Pemerintah Daerah 
dalam rangka pemulihan 
ekonomi daerah akibat 
Pandemi Covid-19.

*) Batas akhir pengajuan Pinjaman PEN TA 2021 bulan Juli 2021 (PMK 43/2021).
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MENGAPA PEMBIAYAAN 
DAERAH?

PANDUAN INISIASI PINJAMAN DAERAH 11PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
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ALOKASI APBD
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Mayoritas dari pajak daerah

Belanja operasional terkait dengan pelaksanaan 
pemerintahan spt belanja gaji, tunjangan, insentif

Termasuk dana transfer pusat yang menjadi 
komponen utama pendapatan daerah

Belanja digunakan untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan termasuk 
kegiatan pengadaan barang dan jasa

 Aktivitas daerah lainnya (cth: hibah daerah)

PENDAPATAN DAERAH

BELANJA DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Belanja Operasional

Pendapatan Transfer

Belanja Modal

Pendapatan Lainnya yg sah

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Kab./Kota

Kab./Kota

Prov.

Prov.

49%

67%

49%

14%

2%

1%

18%

17%

69%

80%

17%

3%

1%

13%

GAP

ALTERNATIF PEMBIAYAAN
(Pinjaman Daerah atau Obligasi Daerah) 

Terbagi habis untuk penyelenggaraan tugas wajib daerah:
a. Pendidikan (20% dari alokasi belanja daerah)
b. Kesehatan (10% dari total APBD diluar gaji)
c. PUPR (sarana dan prasarana pekerjaan umum)
d. Belanja modal lainnya spt pengadaan mobil dinas, mesin perkantoran dll)

ANGGARAN

KEGIATAN 
PRIORITAS 
DAERAH 
(RPJMD)

Sumber data: APBD 2021

STRUKTUR APBD KABUPATEN / KOTA
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PERCEPATAN PENCAPAIAN PROGRAM 
PRIORITAS DAERAH DENGAN 
PINJAMAN DAERAH

PERBANDINGAN SUMBER PEMBIAYAAN 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Melakukan pembiayaan merupakan salah satu alternatif bagi pemerintah daerah untuk 
menjaga stabilitas fiskal dan menjaga momentum pembangunan ekonomi akibat dampak 
penurunan pendapatan daerah.

PINJAMAN DAERAH APBD MURNI

Ketersediaan
Alokasi

Ketersediaan
Layanan

Risiko

Sumber

Kepastian

Pinjaman daerah menambah kapasitas 
fiskal daerah sehingga terdapat kepastian 
alokasi untuk pendanaan infrastruktur.

Pinjaman Daerah
(Penerimaan Pembiayaan).

Dana pinjaman dapat dipastikan ketika 
pemda telah memenuhi persyaratan dari 
pemberi pinjaman.

Layanan publik dapat segera tersedia.

Risiko Proyek dan Risiko Penganggaran.

Infrastruktur dengan nilai besar tidak
dapat/jarang sekali dianggarkan
sekaligus.

PAD, Transfer ke Daerah, SiLPA.

Transfer ke Daerah tergantung realisasi 
pendapatan negara dan PAD relatif 
tidak signifikan.

Layanan publik yang ingin disediakan 
oleh infrastruktur tertunda menunggu 
ketersediaan anggaran.

Biaya meningkat karena inflasi, dampak 
lain akibat tidak tersedianya layanan
(mis: jumlah kecelakaan akibat jalan 
rusak).

15PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

ANGGARAN
KETERSEDIAAN 
LAYANAN PUBLIK

Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disertai dengan Rencana 

Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat indikatif.

Isu-isu dan program kerja strategis daerah.

Memuat program strategis daerah dalam 5 tahun.

RPJMD

APBD Murni (multiyears)

Pembiayaan APBD

Untuk mendukung percepatan pencapaian target RPJMD, khususnya 
peningkatan layanan publik, Pemda tidak bisa hanya menghandalkan 
PAD dan Dana Transfer dari Pusat, tetapi harus juga memanfaatkan 
Pinjaman Daerah.
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PERCEPATAN PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR DENGAN
PEMBIAYAAN DAERAH

ILUSTRASI PERBANDINGAN PEMBANGUNAN RSUD BARU DENGAN 
PENDANAAN TAHUN JAMAK APBD DAN PINJAMAN

APBD 
MULTIYEARS

PINJAMAN
DAERAH

2021 2023 20252022 2024 2026

Pendapatan - - -- - -

Biaya Rp 20 M Rp 20 M Rp 20 MRp 20 M Rp 20 M Rp 27 M

Total Biaya Rp 127 M

* Belanja modal untuk konstruksi RSUD. Belanja tahun terakhir terjadi penambahan nilai project akibat 
dampak inflasi tahunan yang direalisasikan.

2021 2023 20252022 2024

Pendapatan

Pinjaman

-

Rp 100 M

Rp 11 M

-

Rp 13,3 M

-

Rp 10 M

-

Rp 12,1 M

-

Bunga

Pokok

Rp 1,35 M

-

Rp 7,5 M

Rp 33,3 M

Rp 1,5 M

Rp 33,3 M

Rp 9 M

-

Rp 4,5 M

Rp 33,3 M

Total Biaya Rp 124 M     |     Pendatan Rp 46,4 M

Dengan metode pinjaman daerah, diperoleh manfaat:
	
	 Terhindar dari efek inflasi.
	
	 Pendapatan RSUD sudah diperoleh pada tahun kedua (percepatan peningkatan PAD).
	
	 Manfaat ekonomi dan sosial : multiplier effect, dimana masyarakat merasakan 		
	 peningkatan pelayanan kesehatan lebih awal (mendukung pertumbuhan ekonomi).

SASARAN SDGs
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PINJAMAN 
DAERAH
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GAMBARAN UMUM PINJAMAN DAERAH PT SMI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/2016

SEKILAS MENGENAI PINJAMAN 
DAERAH REGULER

1.	 Dilaksanakan sejak Agustus 2015, yang merupakan pengalihan aset Pusat Investasi 
Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, sebagai pelaksanaan dari UU APBN TA 2015.

2.	 Pinjaman Daerah merupakan penugasan Pemerintah (Menteri Keuangan) kepada PT SMI 
(Persero).

3.	 PT SMI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak memiliki kewenangan langsung 
dalam melakukan intercept/perhitungan alokasi dana transfer umum (DAU/DBH) dalam hal 
terjadi gagal bayar.

4.	 Sebagai Perseroan, PT SMI memilki fleksibilitas dalam pengembangan sumber pendanaan 
untuk pinjaman daerah, penyelenggaraan kegiatan penyiapan proyek, dan pengembangan 
modalitas instrumen pinjaman daerah.

Pemberian Jaminan Pemerintah kepada PT SMI dalam rangka penugasan Penyediaan 
Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Dalam hal terjadi tunggakan, 
DJPK atas permintaan 
dari DJPPR, melakukan 
perhitungan DAU/DBH senilai 
tunggakan Pemda.

PT SMI

(Persero)

Kementerian

Keuangan
Forum Risk Management Protocol

Kemenko 

Perekonomian

Kementerian

Dalam Negeri

DJPPR DJPK

Pemerintah

Daerah



22 23PANDUAN INISIASI PINJAMAN DAERAH PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

ATURAN PINJAMAN DAERAH REGULER

23

REGULASI PINJAMAN DAERAH

UU NO. 33/2004

Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah

PP NO. 56/2018 

PINJAMAN DAERAH

Jangka
Menengah

Jangka
Panjang

POTENSI PINJAMAN DAERAH

Pemerintah Daerah
Prov/Kab/Kota

Pemerintah Daerah
Prov/Kab/Kota layak 
untuk dibiayai

Screening Pemda yang layak 
berdasarkan opini BPK 3 Tahun 
terakhir minimal Wajar dengan 

Pengecualian (WDP).

542

521

TINGKAT BUNGA

TENOR/JANGKA WAKTU PINJAMAN

MANFAAT PINJAMAN DAERAH

Fixed dan Efektif pada tingkat Imbal Hasil SBN dengan Tenor Setara + 0,75%

Tenor/jangka waktu pinjaman saat ini antara 3 – 8 tahun

Percepatan peningkatan 
pelayanan kepada 

masyarakat.

Percepatan pencapaian 
target Program

Pembangunan Daerah.

Alternatif pembiayaan 
bagi Daerah selain APBD

(multiyears contract).

Percepatan pertumbuhan 
ekonomi daerah.

22 PANDUAN INISIASI PINJAMAN DAERAH 23PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

542 Pemda

*PMK 174/PMK.06/2016

Penugasan* Pinjaman Daerah
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CARA MENGAJUKAN PINJAMAN 
DAERAH REGULER

PERSYARATAN

r

 Jumlah sisa
Pinjaman Daerah 
ditambah jumlah

pinjaman yang akan 
ditarik tidak melebihi 75% 

dari jumlah penerimaan 
umum APBD TA 

sebelumnya

Pinjaman Jangka 
Menengah dan 

Jangka Panjang Wajib 
mendapatkan persetujuan 

DPRD yang dilakukan 
bersamaan saat 

pembahasan KUA
PPAS APBD

Pemda tidak
mempunyai tunggakan 

atas pengembalian 
pinjaman yang berasal 
dari Pemerintah Pusat

Kegiatan yang
dibiayai dari Pinjaman 
Daerah harus sesuai 
dengan dokumen 
RPJMD dan RKPD

Debt Service
Coverage Ratio

(DSCR)
minimal 2,5 kali

Pemda menyampaikan permohonan pinjaman dengan Surat Kepala Daerah kepada 

PT SMI kemudian mengisi formulir inisiasi Pinjaman Daerah.

1.	 APBD tahun berjalan.
2.	 Studi Kelayakan (feasibility study).
3.	 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD 3 (tiga) tahun terakhir yang 

mendapatkan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
4.	 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sekurang- 

kurangnya memuat informasi bahwa proyek yang diusulkan telah masuk dalam 
program prioritas pembangunan daerah.

5.	 Surat pernyataan tidak mempunyai tunggakan (format dari PT SMI).
6.	 Pakta Integritas (format dari PT SMI).
7.	 Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
8.	 Surat Izin Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD
       dari Menteri Keuangan.

SURAT 
PERMOHONAN

DOKUMEN 
PENDUKUNG
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ALUR PROSES PINJAMAN DAERAH

Tanda Tangan 
Perjanjian6

Persetujuan DPRD1 Permohonan ke PT SMI3
Offering Letter5

Koordinasi dengan 
Kemendagri2 Penilaian atas Usulan Pinjaman4

Pencairan8

Pemenuhan Syarat 
Efektif7

Pemda melakukan koordinasi dengan 
Kemendagri terkait rencana pinjaman 
untuk kemudian mendapatkan indikatif 
tenor dan plafond pinjaman.

PT SMI melakukan penilaian atas usulan pinjaman, 
keputusan atas permohonan pinjaman akan 
diberikan maksimal 40 hari kerja sejak dokumen 
persyaratan diterima secara benar dan lengkap.

Pemda meminta persetujuan 
DPRD atas rencana pinjaman. PT SMI menyampaikan 

Surat Penawaran Fasilitas 
Pembiayaan kepada 
Pemda.

Setelah syarat 
tandatangan terpenuhi, 
Pemda dan PT SMI 
menandatangani 
Perjanjian Kredit.Pencairan pinjaman 

dilakukan sesuai progress 
fisik di lapangan.

Pemda mengajukan surat permohonan pinjaman 
kepada PT SMI disertai dengan hasil koordinasi dengan 
Kemendagri berupa indikatif tenor dan plafond.

Pertimbangan Mendagri & Izin Defisit

Paralel dengan proses nomor 3, Pemda memproses 
permohonan pertimbangan Mendagri dan izin 
pelampauan defisit dari Menkeu (jika terlampaui). 
Penerbitan Pertimbangan Mendagri maksimal 40 hari 
kerja dan izin defisit maksimal 15 hari kerja.

Pemda melakukan pemenuhan syarat 
efektif Perjanjian Kredit.

Sesuai dengan jadwal angsuran dalam 
Perjanjian Kredit hingga lunas.

Pengembalian Pokok9

START

FINISH
Penutupan Perjanjian

SEKTOR YANG DAPAT DIBIAYAI 
PINJAMAN DAERAH REGULER

Transportasi

Ketenagalistrikan

Informatika

Rolling Stock
Kereta Api

Energi Terbarukan & 
Konservasi Energi

Jalan & Jembatan

Pendidikan

Pariwisata

Rumah Sakit Pasar

Infrastruktur Kawasan

Lembaga 
Pemasyarakatan

Migas dan HilirSumber Daya Air

KesenianOlahraga

Telekomunikasi

Irigasi

Perumahan Rakyat 

Pengelolaan Limbah

•	 Infrastruktur yang menjadi urusan daerah sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
•	 Infrastruktur sesuai eligibilitas sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI yaitu:
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PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF)
DUKUNGAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK 
UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Tantangan dalam membangun proyek infrastruktur daerah
antara lain:
1.	 Kesiapan proyek seperti belum adanya studi kelayakan
       dan dokumen pendukung lainnya.
2.	 Kapasitas Pemda khususnya dalam pengelolaan
       environment and social safeguard.

•	 Membantu pemenuhan 
syarat pengajuan 
pinjaman daerah.

•	 Mengatasi masalah 
ketiadaan anggaran 
penyiapan proyek.

•	 Standardisasi kualitas 
penyiapan proyek 
daerah.

•	 Meningkatkan 
kapasitas Pemda dalam 
penyiapan proyek 
infrastruktur.

•	 Studi kelayakan, 
detailed engineering 
designs, dokumen 
lelang, dan dokumen 
lingkungan.

•	 Bantuan teknis untuk 
supervisi desain proyek.

•	 Penyiapan dokumen 
lelang dan kontrak 
pengadaan.

•	 Capacity Building
•	 Penambahan Technical 

Assistance Bagi Pemda.

•	 Memenuhi syarat 
Pinjaman Daerah sesuai 
PP 56/2018.

•	 Pemda telah memulai 
pengajuan pinjaman 
kepada PT SMI tetapi 
dokumen kesiapan 
proyek belum tersedia.

•	 Pemda bersedia 
menyediakan in-kind 
contributions (ruang 
rapat, staf pendamping, 
data yang dibutuhkan, 
dsb).

TUJUAN PDF RUANG LINGKUP PDF SYARAT MENGAJUKAN PDF

Capaian :
•	 21 Pemda penerima manfaat
•	 23 proyek disetujui untuk mendapatkan 

PDF berupa, a.l. FS, DED, Amdal

Hibah SECO $3 juta

•	 Berlaku sampai dengan 
September 2024

•	 Fokus pada infrastruktur 
urban dan EBT

Hibah KFW €10 juta

HIBAH
PDF

PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH - 
PORTFOLIO PINJAMAN REGULER

66% Sebaran 
Sektor

Pasar

PDAM

5%

1%

Rumah Sakit

Jalan dan 
Jembatan

28%

Sebaran 
Wilayah

Sulawesi

Jawa

Maluku dan 
Papua

Kalimantan

10%

33%

4%

36%6%

Bali dan
Nusa Tenggara

Sumatera

11%

Per September 2021

KOMITMEN BERDASARKAN WILAYAH DAN SEKTOR

HIGHLIGHT

29 41
Pemda Fasilitas

Total 
Outstanding

Total Nilai 
Komitmen

Triliun Triliun

Rp2,95 Rp6,65
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PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH - 
PORTFOLIO PINJAMAN REGULER Per September 2021

44%

Sebaran 
Sektor

RSUD

Jalan dan 
Jembatan

56%

Sebaran 
Wilayah

Maluku dan 
Papua

Kalimantan

66% 34%

PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH - 
PORTFOLIO PINJAMAN PEN PEMDA Per September 2021

Mandat

(PMK 105/PMK.07/2020 yang diamandemen 
oleh PMK 179/PMK.07/2020, dan 
diamandemen oleh PMK 43/PMK.07/2021)

Peran PT SMI:
Manifestasi peran PT SMI sebagai alat 
countercyclical Pemerintah untuk menanggulangi 
dampak yang terjadi akibat adanya perubahan 
situasi ekonomi yang signifikan

PEN PEMDA
(Pemulihan Ekonomi 

Daerah)

HIGHLIGHT

4 Pemda

4 Fasilitas 
Pembiayaan

Total Nilai Komitmen

Trilun
Rp0,62

Pipeline BERDASARKAN WILAYAH DAN SEKTOR
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PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH - 
PORTFOLIO PINJAMAN PEN PEMDA Per September 2021

Pemprov
DKI Jakarta

Pemkab
Sampang

Pemkab
Probolinggo

Pemprov
Sulsel

Pemkab
Gianyar

Pemprov
Sulbar

Pemprov
Banten

Pemkab
Pulau Morotai

Pemprov
Banda Aceh

Pemprov
Jabar

Pemkab
Tapanuli Utara

Pemprov
Sumsel

Pemkot
Bogor

Pemkot
Singkawang

Pemprov
Bali

Pemprov
Sulut

Pemkab
Ponorogo

Pemkab
Pamekasan

Pemprov
Jatim

1 PEN Pemda 2020 dan PEN Pemda 2021
2 Termasuk perjanjian-perjanjian pembiayaan yang dibatalkan.

Pemkab
Enrekang

Pemkot
Gorontalo

Pemkab
Sinjai

Pemkab Tulang
Bawang Barat

Pemprov
Maluku

Pemkab
Batubara

Pemkab 
Gorontalo

Pemprov
Gorontalo

Pemrov Kep.
Bangka Belitung

50 Pemda telah menandatangani Perjanjian Pinjaman PEN Pemda1, diantaranya
STATUS1

(per September 2021)

30,43Triliun
Rp
Total Komitmen2

10,93Triliun
Rp
Total Outstanding
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SHOWCASE PROYEK PEMBIAYAAN 
DAERAH 

PENYIAPAN PROYEK

PELAKSANAAN PROYEK

OPERASIONAL RSUD

•	 Studi Kelayakan – PT SMI
•	 Masterplan – APBD
•	 DED – PDF (Hibah SECO)
•	 Amdal - PDF (Hibah SECO)
•	 Perpindahan Pasien lama - APBD

•	 Manajemen Konstruksi – APBD
•	 Konstruksi – Pinjaman PT SMI
   (Rp290 M)

»» RIDF – World Bank (Rp145 M)
»» RIDF – AIIB (Rp145 M)

•	 Penyelesaian landscaping – Pinjaman 
PEN Daerah 2020

•	 Penambahan layanan pelengkap – 
Pinjaman PEN Daerah 2021

•	 Interior – APBD
•	 Alat Kesehatan – APBD dan DAK

•	 Biaya Operasional – APBD
•	 Pelatihan Dokter – APBN

STATUS Kontruksi 100%
PROYEK Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara
KOMITMEN PINJAMAN Rp 300.000.000.000
TENOR 5 Tahun

Blended Financing

SHOWCASE PROYEK PEMBIAYAAN 
DAERAH 
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
RSUD Kab. Konawe – Rp231,9 Miliar

2,68 Triliun

Biaya Ekonomi

Rp
Peningkatan Output Peningkatan Nilai Tambah

43,3 Triliun

Manfaat Ekonomi

Rp
Peningkatan Pendapatan 
Rumah Tangga

Peningkatan Lapangan 
Pekerjaan

0,08 %0,33 %

0,41 % 0,27 %
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SHOWCASE PROYEK PEMBIAYAAN 
DAERAH 
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Jalan – Rp348,2 Miliar

Menghubungkan kawasan 
industri, perkantoran, dan 

perumahan.

Membuka jalur akses ke 
pelabuhan penyeberangan 

untuk mengembangkan potensi 
pariwisata ke Kabupaten 

Penajam Paser Utara.

Meningkatkan dan 
memperlancar arus 

perdagangan dan ekonomi.

PROFIL 
PEMBANGUNAN 

7 RUAS JALAN 
KABUPATEN

01

03

02

05

04

07

06

Peningkatan Jalan Masjid Al-Ula 
Nenang - Ingkur

Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan 
Benuo Taka (Tahap II)

Peningkatan Jalan Kopi-Kopi Sungai 
Parit - Coastal Road - Sesumpu

Pembangunan Jalan Riko - Akses 
Pulau Balang Gersik - Jenebora - 
Pantai Lango Link 2

Peningkatan Jalan Jumaiyah
Sungai Parit Jembatan Sesumpu 

(Nipah - Nipah - Sei Parit)

Pembangunan Jalan Riko - Akses 
Pulau Balang Gersik - Jenebora- - 

Pantai Lango Link 1

Peningkatan Jalan Masjid
Ar-Rahman - Kapao - Buluminung

(akses Pulau Balang)
MANFAAT
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Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
Pasar Legi Parakan – Rp90,17 Miliar

KAPASITAS

2012 2014 20162013 2015 2017

Sumber: Note on PT SMI’s Investment in Legi Market, 
Parakan. Bank Dunia, 2019

2.109 
Pedagang

2.791
PedagangSesudah

Sebelum

Termasuk 
299 PKL

SHOWCASE PROYEK PEMBIAYAAN 
DAERAH 

Sesudah 
Pengembangan

Sebelum 
Pengembangan

1,339.6

535.3

PENDAPATAN 
(Rp juta)

558.2
576.9

581.3

1,020.2
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SHOWCASE PROYEK PEMBIAYAAN 
DAERAH Kota Bandar Lampung

SHOWCASE PROYEK PEMBIAYAAN 
DAERAH Kabupaten Gianyar

Manfaat
•	 Penambahan layanan poliklinik 

dari 12 unit menjadi 28 unit.
•	 Diharapkan dengan adanya 

peningkatan pelayanan di 
RSUD ini akan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat 
dan menekan angka kematian 
di 7 Kecamatan Kabupaten 
Gianyar.

Manfaat
•	 Mampu mengurai kemacetan yang 

disebabkan oleh semakin meningkatnya 
volume kendaraan di Kota Bandar Lampung.

•	 Pengelolaan lalu lintas yang lebih baik.
•	 Menghemat waktu dan biaya operasional 

kendaraan (BOK) sehingga meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pengangkutan orang, 
barang dan jasa di Kota Bandar Lampung.

Proyek

Pembangunan 3 Flyover/
Underpass, Pelebaran 
Jembatan, dan Peningkatan 
13 Ruas jalan

Proyek

Pembangunan 
Gedung RSUD 
Sanjiwani

Pinjaman

Rp 150 Miliar

Pinjaman

Rp 237,37 Miliar
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SHOWCASE PROYEK PEMBIAYAAN 
DAERAH 

SHOWCASE PROYEK PEMBIAYAAN 
DAERAH Jembatan Repapeip, Kepulauan Yapen

Se
b

el
u

m
Se

su
d

ah

Pinjaman 

Rp 79,95 Miliar

Manfaat
•	 Meningkatkan konektivitas 

antar wilayah setempat 
menjadi lebih mudah.

•	 Menghemat biaya 
operasional kendaraan.

•	 Mempersingkat waktu 
tempuh.

Manfaat
•	 Peningkatan luas pasar dari sebelumnya 

13.840 m2 menjadi 31.400 m2.
•	 Meningkatkan perekonomian masyarakat.

43PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Pinjaman 

Rp 14,4 Miliar

Pasar Jelojok, Kabupaten Lombok Tengah
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PENGAJUAN PINJAMAN 
KE PT SMI MELALUI 
REFINA

PENGAJUAN PINJAMAN KE PT SMI 
MELALUI REFINA

Untuk mempermudah 

proses penyampaian 

dokumen, pengajuan 

Pinjaman Daerah 

disampaikan melalui 

Regional Financing System 

(ReFina).

 
 

.

 
 

Call Center ReFina

021 80825234
Melayani pada hari kerja
(Senin – Jumat) pada pukul 09.00 – 17.00 WIB

Alamat Akses

Download buku panduan pengguna

refinapen.ptsmi.co.id

s.id/manualbookrefina
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Sahid Sudirman Center, 48th Floor

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Phone 	 : (+62-21) 8082 5288 (hunting),

Fax.     	 : (+62-21) 8082 5258

�www.ptsmi.co.id

@ptsmi ptsmi_id

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) infralib.ptsmi.co.id


